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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 53 TAHUN 2018 

TENTANG 

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS 
KEPADA PEMERINTAH DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya Nomor 
2543/900/DPMDPAKB/ XII/2018 tanggal 28 Desember 20 18 
tentang Mohon Persetuju an Atas Penandatanganan Pera turan 
Bupati Tasikmalaya tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat 
Kh u sus Kepada Pemerintah Desa. 

a . bahwa untuk penin gkatan kineIja pemerintah desa dalam 
pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah 
mengalokasikan dana khusus untuk bantuan keu ngan 
kepada desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, p rlu ditetapkan Peraturan upati 
Tasikmalaya tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat 
Khusus Kepada Pemerintah Desa; 

1. Undang-Un dang omor 14 Tahun 1950 
Pemben tukan Daerah-Daerah Kabupaten 

tentang 
dalam 

Lingku ngan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahu n 1950), sebagaimana telah diu bah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahu n 1968 tentang 
Pembentu kan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31 , Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 

Nomor 2851); 



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679) ; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Un dang 
Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Nega ra 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) , 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubaha n Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Pera turan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 20 14 ten tang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahu n 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

6 . Pera turan Pemerin tah Nomor 11 Tahun 201 7 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik In donesia Tahun 20 17 Nomor 63 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pengawasan Penyelen ggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Perrnusyawaratan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89) ; 

2 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2018 
Nomor 569) ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1); 

12 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1) ; 

13. Peratu ran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
20 16 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewen angan Pemerintahan Kabu paten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2016 
Nomor 3); 

14. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pem bentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) ; 

15 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Desa (Lembara n Daerah Kabu paten 
Tasikmalaya Tahu n 201 7 omor 2); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabu pa ten Ta sikmalaya Tahun Anggaran 20 19 (Lem baran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 6) ; 

MEMUTUSKAN : 
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Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN YANG 
BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA . 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

2 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yan g memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
ya ng menjadi kewenangan daerah otonom . 

4 . Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah. 

5 . Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Repu blik Indonesia. 

8 . Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 

9. Aparatur desa adalah kepala desa dan perangkat desa 
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksan akan tugas dari Pemerintah da n Pemerin tah Daerah. 

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat 
desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 
kebijakan yang diwadahi dalam Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan. 

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah 
lemba ga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 

13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat kon krit, individual 
dan final. 

14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat 
yang berwenang untu k melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta 
kewajiban Kepala Desa dalam kuru n waktu tertentu. 

15. Pelaksana Tugas Kepala Desa adalah sekretaris desa atau perangkat desa 
lainya yang mendapat perin tah tugas dari Camat untuk melaksanakan 
tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun 

waktu terten tu ; 

16. Kelembagaan Desa adalah lembaga masyarakat yang ada di desa yang 

memban tu pelaksanaan tugas pemerintahan desa; 

17. Badan Permusyawaratan Desa ya n g selanjutnya disingkat BPD atau yang 
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

18. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya 
adalah lembaga kemasyarakatan desa yang diakui dan dibina pemerintah 
desa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat 
masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta 

membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan 
desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; 
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19. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya 
adalah lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk melalui musyawarah 
pengurus RT sebagai koordinator RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa; 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 
APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

22. Hari adalah hari kerja. 

BAB II 

BANTUAN KEUANGAN 

Pasa12 

Bantu an keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa meliputi : 
a. Tunjangan kinerja badan permusyawaratan desa, ketua rukun warga dan 

ketua rukun tetangga; 
b. Gera kan masyarakat hidup sehat; 
c. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat Desa; dan 
d. Sarana dan prasarana Desa. 

BAB III 

SUMBER ANGGARAN DAN PERUNTUKAN 

Pasal3 

(1) Bantu an keuangan yan g bersifat khusus sebagaimana dimaksu d dalam 
Pasal 2 dialokasikan dari APBD Kabupaten Tasikmalaya pada belanja 

bantuan keuangan kepada desa . 

(2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan u ntuk pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Jumla h dan rincian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pacta ayat 
(2), diteta pkan dengan Keputusan Bu pati. 

(4) Jumlah dan rincian bantu an keu a n gan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) disusun dalam . Dokumen Penggunaan Anggaran yang ditetapkan 
dengan keputusan Kepala Desa. 

BAB IV 

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCAIRAN BANTU AN KEUANGAN 

Pasa14 

Persyaratan administrasi dan mekanisme pencairan bantuan keuangan diatur 

lebih lanjut oleh kepala perangkat daerah yang membidangi sesuai tugas dan 
fungsinya. 



BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAW ASAN 

Pasal 5 
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Pemerintah Daerah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan 
pengawasan pelaksanaan pengelolaan bantu an keuangan sesuaJ. 
kewenangannya. 

Pasal 6 

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan dana bantuan 
keuangan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Pera turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu paten 
Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal 31 Des mber 201 8 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

lIN AMINUDIN 

Ditetapkan di Singapama 
pada tanggal 31 Desember 201 8 

BUPATI TASIKMALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 53 


